[ SALINAN ]

GUBERNUR SULAWESI TENGAH

PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGAH
NOMOR 55 TAHUN 2017

TENTANG

PEDOMAN PENETAPAN WILAYAH PRIORITAS PENYUSUNAN
DOKUMEN PERENCANAAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
PROVINSI SULAWESI TENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

Menimbang : a. bahwa perencanaan daerah merupakan faktor penentu
peningkatan  kinerja penyelenggaraan  pemerintahan
daerah untuk mengembangkan kemajuan daerah dan
meningkatkan kesejahteraan masyarakat;

b. bahwa Pemerintah Daerah membutuhkan panduan
dalam penyusunan dan perancangan dokumen
perencanaan pembangunan terkait penentuan wilayah
prioritas sehingga dokumen perencanaan pembangunan
yang disusun sesuai dengan kriteria yang jelas
dalam mencapai visi, misi dan program;

c. bahwa untuk memberikan kepastian hukum mengenai
penetapan wilayah prioritas penyusun dokumen
perencanaan perlu diatur dengan Peraturan Gubernur;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu
menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pedoman
Penetapan Wilayah Prioritas Penyusunan Dokumen
Perencanaan  di Lingkungan  Pemerintah  Provinsi
Sulawesi Tengah;



Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan
Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat
I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-
Undang Nomor 47 Prp. Tahun 1960 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara-Tengah
dan Daerah Tingkat [ Sulawesi Selatan-Tenggara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964
Nomor 7) menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687);

. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan

Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4725);

. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran  Negara  Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang

Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4817);

. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010

tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8
Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan,
Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);

. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 6

Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun
2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah
Tahun 2009 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah
Provinsi Sulawsi Tengah Nomor 6);

. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 10

Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2016-
2021 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun
2016 Nomor 90, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi
Sulawsi Tengah Nomor 76);



Menetapkan

MEMUTUSKAN :

PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEDOMAN PENETAPAN
WILAYAH PRIORITAS PENYUSUNAN DOKUMEN
PERENCANAAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI
SULAWESI TENGAH.

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan :

1.

(1)

(2)

(3)

(4)

Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan
tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan
pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang
tersedia.

. Wilayah adalah Kabupaten dan Kota di wilayah Sulawesi

Tengah yang terdiri atas Kabupaten Poso, Kabupaten
Donggala, Kabupaten Tolitoli, Kabupaten Banggai,
Kabupaten Morowali, Kabupaten Banggai Kepulauan,
Kabupaten Buol, Kabupaten Banggai Laut, Kabupaten
Morowali Utara, Kabupaten Sigi dan Kota Palu.

. Daerah adalah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.
. Provinsi adalah Provinsi Sulawesi Tengah.
. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur

penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin
pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi
kewenangan daerah otonom.

. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur

dan Dewan Perwakilan Rakyat  Daerah dalam
penyelenggaraan Urusan Pemerintahan  yang menjadi
kewenangan Daerah Provinsi.

. Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Tengah.
. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang

selanjutnya disebut Bappeda adalah Badan
Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi
Tengah yang melaksanakan fungsi penunjang bidang
perencanaan.

Pasal 2
Kepala Perangkat Daerah dalam menyusun dokumen
perencanaan  setiap tahunnya  mengacu  kepada
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan
Rencana Strategi masing-masing Perangkat Daerah
memperhatikan wilayah prioritas.
Penetapan Wilayah prioritas dilaksanakan oleh Perangkat
Daerah bersama Bappeda sesuai tugas dan fungsinya.
Penetapan wilayah  prioritas sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) untuk menjamin efisiensi dan kesesuaian
kebutuhan penganggaran berdasarkan dana yang
tersedia.
Tata cara penetapan Wilayah  prioritas sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Gubernur ini.



Pasal 3

(1) Penetapan wilayah prioritas dilakukan 2 (dua) kali dalam
setahun.

(2) Waktu penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) yakni :

a. sebelum pembahasan Rencana Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah; dan

b. sebelum pembahasan perubahan Rencana Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah.

(3) Penetapan Wilayah prioritas sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dapat membentuk Tim Penetapan Wilayah
Prioritas.

(4) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan
dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 4
Tim Anggaran Pemerintah Daerah dalam melakukan
asistensi perencanaan dan penganggaran Perangkat
Daerah berdasarkan hasil penetapan wilayah prioritas.

Pasal 5
Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan  Peraturan Gubernur ini dengan
penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi
Tengah.

Ditetapkan di Palu

pada tanggal 12 Juli 2017
GUBERNUR SULAWESI TENGAH,
ttd

LONGKI DJANGGOLA

Diundangkan di Palu
pada tanggal 12 Juli 2017

Plt. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
SULAWESI TENGAH,

ttd
DERRY .B. DUANGGOLA

BERITA DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN 2017 NOMOR : 588

‘Salinan sesufi dengan aslinya
ggﬂ Plt. KEPALA BIRO HUKUM

DR. YOPIH MIP,SH .MH
Pe bina
NIP. 1978055 199703 1 001




